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This study aims to determine the effect of the capacity of human
resources, budgeting, planning, budgeting politics, and supporting information
to the public as a moderating variable transparency to sync documents the local
budget (budget) with the Public Policy Budget document (KUA) preliminary
budget ceiling (PPAS ). The study population was a board member and officer /
employee involved in the preparation of the Work Plan and Budget (RKA)
Regional Working Units (on education) totaled 23 on education. The sampling
technique using purposive sampling. Pengumpulam methods of data is the
questionnaire. Analysis using multiple regression t test.

The results of this study it is concluded that in partial capacity of human
resources, budgeting, planning, budgeting politics, and supporting information
berpengaruh significantly to the synchronization of the budget document by
document KUA-PPAS. Test results indicate that the interaction of the Public
Transparency can not moderate the relationship between human resource
capacity, political budgeting, and supporting information to the budget
document synchronization with KUA-PPAS documents, while the test results
public transparency interactions may moderate the relationship between
budgeting planning to synchronize with the budget document KUA-PPAS
documents.

Keywords: budget, KUA-PPAS, Human Resource Capacity Planning
Budgeting, Politics Budgeting, Information Supporters, Transparency Publik
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penganggaran sektor publik
terkait dengan proses penentuan
jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan
moneter.  Proses  penganggaran
organisasi sektor publik dimulai
ketika perumusan strategi dan
perencanaan strategi telah selesai
dilakukan.  Tahap  penganggaran
menjadi sangat penting karena
anggaran yang tidak efektif dan tidak
berorientassi pada kinerja akan dapat
menggagalkan  perencanaan yang
telah disusun. Anggaran sektor
publik merupakan instrumen
akuntabilitas atas pengelola dana
publik dan pelaksanaan program-
program yang dibiayai dari uang
publik  (Mardiasmo, 2005:61).
Berdasarkan peraturan Mentri Dalam
Negeri (Permendagri) No.13 tahun
2006, penganggaran terpadu adalah
penyusunan  rencana  keuangan
tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi  untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi alokasi
dana.

Mekanisme  penganggaran
melibatkan berbagai pihak yang
mempunyai latar belakang yang
berbeda baik dari tingkat pemahaman
terhadap anggaran maupun dari

kepentingan  terhadap  anggaran.
Perbedaan ini  diyakini  dapat
menyebabkan terjadinya

ketidaksinkronan  dalam  proses
penyusunan anggaran yaitu antara
dokumen APBD dengan dokumen

KUAPPAS.Ketidaksinkronan
antara APBD dengan dokumen
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KUA-PPAS umum terjadi hampir
disetiap pemerintah daerah.

Bagaimanakeputusanpengalo
kasian anggaran dibuat? Secara
normatif ada tahapan-tahapan yang
diikuti, yakni (1) penyusunan
rencana kerja atau RKPD (2)
penyusunan kebijakan anggaran atau
KUA,; (3) penyusunan prioritas dan
plafon/pagu  atau PPAS (4)
penentuan secara rinci penggunaan
sumberdaya ke dalam rincian objek
belanja atau RKPA-SKPD dan (5)
penetapan ke dalam bentuk Perda
APBD. Khusus tahap 2, 3, dan 5
melibatkan lembaga legislatif
(DPRD) sehingga lebih kompleks
dan sarat dengan “kepentingan
politik™.

Menurut  Amirudin  (2009)
peran utama legislatif dalam proses
politik penyusunan APBD terkait
jelas saat pembahasan KUA-PPAS
serta dalam penetapan perda APBD.
Dalam pembahasan  anggaran,
eksekutif dan legislatif membuat
kesepakatan-kesepakatan yang
dicapai melalui proses politik dengan
acuan KUA-dan PPAS sebelum
anggaran ditetapkan sebagai suatu
pemerintah daerah sehingga
keputusan dalam  pengalokasian
anggaran kompleks dengan politik
penganggaran yang diyakini dapat
menyebabkanterjadinyaketidaksinkro
nan dalam pengalokasian anggaran
yaitu antara dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS.

Informasimerupakan keluaran
(output) dari suatu proses
pengelolaan data, dimana output ini
biasanya sudah tersusun dengan baik
dan mempunyai arti bagi yang
menerimanya, sehingga  dapat
digunakan sebagai dasar untuk



mengambil keputusan oleh
manajemen (Baridwan,2000)

Kegiatanpenyusunandokume
nperencanaan memerlukan dukungan
informasi. Tanpadukungan informasi,
dokumen perencanaan organisasi
tidak dapat mencapai tujuan yang
efektif dan efisien. Ketidaksinkronan
juga dipengaruhi  oleh  acuan
ketentuan peraturan perundangan
karena acuan tersebut sebagai
pembentuk faktor perencanaan yang
dapat memberikan kontribusi
terhadap ketidaksinkronan dokumen
APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Berdasarkan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Kabupaten Lingga Tahun
2012 terdapat permasalahan yang
masih dihadapi dalam pengelolaan
belanja ~ Pemerintah  Kabupaten
Lingga sepanjang Tahun 2012 antara
lain pemahaman dan pembahasan
APBK  kurang optimal yang
dipengaruhi belum berjalan efektif
dan efisien pengesahan APBK oleh
DPRK Lingga serta masih terdapat
kegiatan-kegiatan ~ yang  bersifat
mendesak dan strategis yang muncul
dari pemerintah kabupaten, provinsi
maupun pemerintah pusat yang
sebelumnya tidak dianggarkan dalam
APBK Lingga. Hal ini tidak dapat
diakomodir secara langsung dalam
Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Lingga serta
belum optimalnya tingkat efisiensi
dan efektifitas pengeluaran dari
setiap kegiatan yang dilaksanakan
masing-masing SKPK di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga. Disisi
lain keterbukaan atau informasi yang
didapat  oleh  publik  dalam
perencanaan APBD hanya pada awal
perencanaan  penyusunan APBD
melalui musyawarah rencana
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pembangunan (MUSRENBANG)
pada berbagai tingkat. Pada tahap
pelaksanaan pengolahan APBD dan
tahap akhir pengolahan APBD
informasi dan Kketerlibatan publik
terputus dan tidak dipublikasikan
secara terbuka, artinya publik hanya
dilibatkan pada saat musyawarah
rencana awal APBD dimana pada
saat musyawarah rencana
pembangunan usulan pembangunan
adalah berdasarkan skala prioritas
yang langsung diusulkan oleh publik.
Namun pada pelaksanaan dari
musyawarah rencana pembangunan
yang sudah disusun berdasarkan
skala prioritas tidak sesuai dengan
usulan pada saat musyawarah
rencana pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas
maka  peneliti  tertarik  untuk
melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh  Kapasitas Sumber
DayaManusia,Perencanaan

Penganggaran, Politik
Penganggaran,dan Informasi

Pendukung dengan Transparansi
Publik Sebagai Variabel
Moderating Terhadap Sinkronisasi
Dokumen APBD dengan Dokumen
KUA-PPAS Pada Pemerintah
Kabupaten Lingga”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar
belakang tersebut, maka rumusan
permasalahan yang akan diajukan
adalah:

1. Apakah kapasitas sumber
daya manusia berpengaruh
terhadapsinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
PemerintahKabupaten Lingga
?

2. Apakahperencanaanpengangg
aran berpengaruh terhadap



sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-
PPAS pada Pemerintah
Kabupaten Lingga?

. Apakah politik penganggaran
berpengaruhterhadapsinkroni
sasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
PemerintahKabupaten
Lingga?

. Apakah informasi pendukung
berpengaruhterhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-
PPAS pada Pemerintah
Kabupaten Lingga?

. Apakah transparansi publik
sebagai variabel moderating
mempengaruhi hubungan
antara kapasitas sumber daya
manusia terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
Pemerintah Kabupaten
Lingga?

. Apakah transparansi publik
sebagai variabel moderating
mempengaruhi hubungan
antara perencanan anggaran
terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
Pemerintah Kabupaten
Lingga?

. Apakah transparansi publik
sebagai variabel moderating
mempengaruhi hubungan
antara politik penganggaran
terhadapsinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
Pemerintah Kabupaten
Lingga?

. Apakah transparansi publik
sebagai variabel moderating
mempengaruhi hubungan
antara informasi pendukung
terhadap sinkronisasi
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dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS pada
Pemerintah Kabupaten
Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan

rumusan

masalah diatas, tujuan

penelitian ini dimaksudkan untuk:

1.

Untuk membuktikan adanya
pengaruh kapasitas sumber
daya  manusia terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengandokumen KUA-PPAS.
Untuk membuktikan adanya
pengaruhperencanaanpengan
ggaran terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS.

Untuk membuktikan adanya
pengaruhpolitikpenganggaran
terhadapsinkronisasi
dokumen APBD
dokumen KUA-PPAS.
Untuk membuktikan adanya
pengaruhinformasipendukung
terhadapsinkronisasidokumen
APBD dengan dokumen
KUA-PPAS.

Untuk membuktikan adanya
pengaruh transparansi publik
sebagai variabel moderating
yangmempengaruhihubungan
antaravariabelkapasitas
sumberdayamanusia terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan  dokumen KUA-
PPAS.

Untuk membuktikan adanya
pengaruh transparansi publik
sebagai variabel moderating
yangmempengaruhihubungan
antara variabel perencanaan
penganggaranterhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan  dokumen KUA-
PPAS.

dengan



7. Untuk membuktikan adanya
pengaruh transparansi publik
sebagai variabel moderating
yangmempengaruhi
hubunganantaravariabel
politikpenganggaran terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan  dokumen KUA-
PPAS.

8. Untuk membuktikan adanya
pengaruh transparansi publik
sebagai variabel moderating
yangmempengaruhihubungan
antaravariabelinformasipendu
kung terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS.

Il. METODE PENELITIAN
2.1 Populasi dan Sampel

Dalam  penelitian ini  yang
menjadi populasi adalah anggota
dewan dan pejabat/ pegawai yang
terlibat dalam penyusunan RKA-
SKPD di Kabupaten Lingga yang
berjumlah 23 SKPD..Teknik
penarikan sampel yang digunakan
yaitu Dengan menggunakan teknik
Purposive sampling vyaitu teknik
penentuan sampel diambil dari
sebagian jumlah populasi yang di
nilai dengan mewakili keseluruhan
responden penelitian
(Sugiyono,2009: 122).
2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif
sedangkan sumber data yang
digunakan adalah data primer yaitu
data yang dikumpulkan dari pihak
ketiga dengan cara menyebarkan
kuesioner kepada responden yang
terpilih di Satuan Kerja Perangkat
Daerah Indragiri Hulu.
2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan teknik kuesioner.Kuesioner
adalah suatu aktivitas pengumpulan
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data dengan menyebarkan angket
berupa suatu daftar pertanyaan
tertulis kepada responden terpilih
untuk diisi dengan arternatif dengan
pertanyaan yang telah disediakan.
Kuesioner akan di kirimkan langsung
oleh peneliti kepada masing-masing
responden, dan responden yang
terpilih berjumlah 80 responden.

2.6 Analisis Data
a.Metode Regresi Linear Berganda
Adalah  hubungan secara
linear antara dua atau lebih dari
variabel independen ( X;, X;
X3...Xn) dengan variabel dependen
(Y). Analisis ini digunakan untuk
mengetahui hubungan antara variabel
independen dengan variabel
dependen apakah hubungan antara
variabel independen atau dependen
berhubungan positif atau negatif.
Dengan persamaan :

Y = + b1X1l + b2X2 + b3X3
+bdX4 + e

Y = 4+ blX1+ b2X2 +b3X3 +b4X4 +
b5X1Z +b6X2Z + b7X3Z + b8X4Z +
b9X5Z +e

Keterangan :

Y = Sinkronisasi Dokumen
APBD dengan Dokumen
KUA PPAS

X1 = Kapasitas Sumber Daya
Manusia

X2 = Perencanaan Penganggaran

X3 = Politik Penganggaran

X4 = Informasi Pendukung

Z = Transparansi Publik
= Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

2.7 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas



Validitas adalah ketepatan atau
kecermatan suatu instrument dalam
pengukuran.dalam menentukan layak
atau tidaknya suatu item yang
digunakan, biasanya digunakan uiji
signifikansi koefisien korelasi pada
taraf signifikansi 5%, artinya suatu
item dianggap valid jika berkorelasi
signifikan terhadap skor total. Pada
penelitian ini untuk uji validitas
menggunakan  Analisis Bivariate
Person (Joko, 2010:40).

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk
mengetahui  konsistensi alat ukur,
apakah  alat  pengukur  yang
digunakan dapat diandalkan dan
tetap konsisten jika pengukuran
tersebut diulang. Dalam penelitian
ini metode yang digunakan adalah
Cronbach’s Alpha karena metode ini
cocok digunakan  pada  skor
berbentuk skala (missal 1-5) atau
skor rentang (missal 0-50), (Joko,
2010:46).

2.8 Uji Asumsi Klasik
Model regresi akan menghasilkan
emitor tidak bias yang baik jika
memenuhi asumsi Klasik yaitu bebas
dariMultikolinearitas,Heterokedastist
as, Autokorelasi dan memenuhi
asumsi Normalitas .
1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas dimaksudkan
untuk memperlihatkan bahwa sampel
diambil  dari populasi  yang
berdistribusi normal.Ada beberapa
teknik yang dapat digunakan untuk
menguji normalitas, antara lain Uji
chi-kuadrat, Uji Lilliefors dan Uji
Kolmogorov-Smirvon. Jika Pvalue
(sig) >0.05 maka Ho tidak ditolak,
sehingga dapat disimpulkan data
diambil  dari populasi  yang
berdistribusi  normal  (  Joko,
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2010:52).

2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinearitas dapat

dideteksi dengan menghitung
koefisien ganda dan
membandingkannya dengan

koefisien korelasi antar variabel
bebas. Sebagai contoh diambil kasus
regresi X1, X2, X3 dan X4 terhadap
Y. Uji  multikolinearitas dengan
SPSS dilakukan dengan uji regresi,
dengan nilai patokan VIF ( Variance
Inflation Factor) dan Kkoefisien
korelasi antar variable bebas (Joko,
2010:56).
3. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas terjadi
dalam regresi apabila varian error
(er) tidak konstan untuk beberapa
nilai  x. Pendeteksian  konstan
tidaknya varian error dapat dilakukan
dengan menggambar grafik scatter
plot yaitu dengan melihat pola-pola
tertentu pada grafik, dimana sumbu
X adalah Y yang telah diprediksi dan
sumbu X adalah residual ('Y prediksi
— Y sesungguhnya). Apabila garis
yang membatasi sebaran titik-titik
relatif paralel maka varian dikatakan
konstan (Joko, 60:2010).

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi  terjadi  dalam
regresi apabila dua eror et-1 dan et tidak
independen.  Autokorelasi  biasanya
terjasi apabila pengukuran variabel
dilakukan dalam interval waktu tertentu.
Mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelasi dengan diagram antara
grafik et-1 et sangat sulit. Autokorelasi
tidak terjadi apabila nilai d=2.
Autokorelasi  positif terjadi  jika d
mendekati 0, sedangkan autokorelasi
negative terjadi bila nilai d mendekati 4
(Joko, 2010:62).



I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengembalian Kuesioner dan
Demografi Responden

3.1.1 Pengembalian Kuesioner

Metode yang digunakan
untuk pengumpulan data, Yyaitu
secara langsung. Penyebaran

kuesioner dilaksanakan pada tanggal
10 Februari 2014 sampai dengan
tanggal 21 Maret 2014 dan kuesioner
yang disebarkan adalah sebanyak 80.
Dari  seluruh  kuesioner yang
disebarkan oleh peneliti, jumlah yang
kembali  berjumlah 64  (80%)
kuesioner dam jumlah kuesioner
yang tidak mendapat respon sebesar
16 kuesioner (20%).

Tabel 1VV.1. Sampel Dan Tingkat
Pengembalian Kuesioner

Keterangan Total
Kuesioner yang | 80
dikirim

Kuesioner yang | 16
tidak mendapat
respon

Kuesioner yang | 64
kembali dan
dapat diolah

Sumber : Data Olahan
3.1.2 Demografi Responden

Dari hasil pengumpulan sampel
dapat dijelaskan bahwa responden
yang berumur 21-30 tahun berjumlah
4 responden atau 6,25%, 31-40 tahun
berjumlah 21 responden atau 32,81
%, 41-50 tahun berjumlah 30
responden atau 46,88% dan >50
tahun berjumlah 9 responden atau
14,06%. Responden berjenis kelamin
laki-laki 48 orang atau 75% dan yang
berjenis kelamin perempuan ada 16
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orang atau 25 %. Responden pada
eselon Il berjumlah 7 orang atau
10,94%, eselon 1l berjumlah 41
orang atau 64,06 %, eselon IV
berjumlah 16 orang atau 25%.
Selanjutnya responden yang tingkat
pendidikan S2 berjumlah 4 orang
atau 6,25%, S1 berjumlah 53 orang
atau 82,81%, D3 berjumlah 5 orang
atau 7,81%, dan SLTA berjumlah 2
orang atau 3,13%.

3.2 Statistik Deskriptif

Analisis  Deskriptif ~ memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata,
standar  deviasi, varians, nilai
maksimum dan minimum (Ghozali,
2005) di dalam (Permadani, 2013).
Statistik penelitian ini dapat dilihat
pada Tabel IV.3

Tabel v.2.
Deskriptif

Statistik

Descriptive Statistics

Mean | Std. Deviation

Sinkronisasi 14,37
50

1,83874

Kapasitas Sumber | 36,51 3,43646

Daya Manusia 56
Perencanaan 35,78 3,03665
Penganggaran 13
Politik 44,51 4,09410
Penganggaran 56
Informasi 17,68 1,93444
Pendukung 75

64

64

64

64

64

Dari hasil statistik deskriptif
dapat terlihat bahwa sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS yang merupakan
variabel dependen yang mempunyai
rata-rata jawaban responden adalah
14,3750 dengan memperoleh standar
deviasi 1,83874. Sedangkan nilai




rata-rata jawaban untuk kapasitas
sumber daya manusia adalah sebesar
36,5156 dengan memperoleh standar
deviasi sebesar 3,43646. Perencanan
penganggaran mempunyai nilai rata-
rata jawaban responden 35,7813 dan
memperoleh standar deviasi 3,03665.
Politik penganggaran mempunyai
nilai rata-rata jawaban responden
44,5156 dan memperoleh standar
deviasi 4,09410. Informasi
pendukung mempunyai nilai rata-rata
jawaban responden 17,6875 dan
memperoleh standar deviasi 1,93444.
Dilihat dari standar deviasi masing-
masing variabel maka variable

politik ~ penganggaran ~ memiliki
standar deviasi tertinggi
dibandingkan ~ dengan  variabel

lainnya.

3.3 Pengujian Kualitas Data
3.3.1 Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan
untuk Kketepatan atau kecermatan
suatu instrument dalam pengukuran,
dalam menentukan layak atau
tidaknya suatu item yang digunakan.
Dalam penelitian ini  pengujian
validitas menggunakan  korelasi
Bivariate Pearson (Korelasi Produk
Momen Pearson) yaitu analisis ini
dilakukan dengan mengkorelasikan
masing-masing skor item dengan
skor total. Dimana keseluruhan
variabel penelitian terdiri dari 44
pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Dalam penelitian ini
untuk mengukur atau menentukan
valid atau tidaknya pernyataan ini
adalah apabila  korelasi antara
masing-masing indikator terhadap
total skor konstruk menunjukkan
hasil yang signifikan dengan tingkat
signifikansinya 5% df = n-2 (64-2)=
62 riaper = 0,2461.
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3.3.2 Uji Reliabilitas Data

Variabel ini akan dikatakan
valid jika Cronbach Alpha-nya
memiliki nilai lebih besar dari 0,6
dan nilai Cronbach Alpha minimal
0,5. Berikut adalah tabel hasil dari uji
reliabilitas dari hasil prngolahan data
spss versi 17.00.

Berdasarkan tabel V.5 diatas
dapat dilihat bahwa koefisien
reliabilitas  instrumen  Kapasitas
SDM, Perencanaan Penganggaran,
Politik  Penganggaran, Informasi
Pendukung, Transparansi Publik, dan
Sinkronisasi  yang  menunjukkan
cronbach alpha antara lain 0,731,
0,743, 0,729, 0,712, 0,709, 0,718.
Dari semua nilai ke enam variabel
tersebut menunjukkan bahwa
koefisien cronbach alpha lebih besar
dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua instrumen dalam
penelitian ini adalah reliable.

3.4 Uji Asumsi Klasik
3.4.1 Uji Normalitas Data

Pengujian  normalitas  data
dilakukan untuk mengetahui apakah
rata-rata jawaban responden
terdestribusi normal. Hal tersebut
dapat diketahui dengan melihat
penyebaran  titik pada sumbu
diagonal grafik P-P  Regression
Standardized Residuals.

Dari grafik hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa persyaratan uji
normalitas dapat terpenuhi untuk
pengujian statistik berupa Uji T dan
Uji R? dapat dilakukan dalam



penelitian  ini  untuk
hipotesis.

menguji

3.4.2 Multikolonearitas
Uji multikolinearitas dapat

dideteksi dengan menghitung
koefisien ganda dan
membandingkannya dengan

koefisien korelasi antar variabel
bebas.Uji multikolinearitas dengan
SPSS dilakukan dengan uji regresi,
dengan nilai patokan adalah nilai
Tolerence < 0,10 atau VIF < 10. Jika
VIF > 10 maka di anggap terjadi
multikolinearitas dengan variabl
laiinnya, sebaliknya jika diperoleh
VIF < 10 maka dianggap tidak
terjadi multikolinearitas antar satu
variabel independel yang satu dengan
variabel yang lainnya ( Ghozali,
2005) di dalam (Permadani, 2013).

Tabel IV.4. : Nilai Tolerance dan

Variabel | Tolera | VI Keterangan
nce F

Kapasitas 0,901 1,1

SDM 10 Tidak

terdapat

Perencana | 0,885 1,1 masalah

an 30 | multikolinea

Pengangg ritas

aran

Politik 0,771 1,2

Pengangg 98

aran

Informasi 0,698 14

Pendukun 33

g

Sumber: Pengolahan Data Hasil
Penelitian

Dari Tabel diatas, dapat dilihat
bahwa nilai VIF < 10 untuk semua
variabel bebas, begitu juga dengan
nilai tolerance < 0,10. Dengan
demikian bisa disimpulkan bahwa
tidak ada terdapat multikolinearitas
antara variabel bebas dalam model
regresi.
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3.4.3 Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas  terjadi  dalam
regresi apabila varian error (ei) tidak
konstan untuk beberapa nilai x.
Pendeteksian ~ konstan  tidaknya
varian error dapat dilakukan dengan
menggambar grafik scatter plot yaitu
dengan melihat pola-pola tertentu
pada grafik, hasil dari penelitian
menunjukkan gambar hasil  uji
Heterokedastisitas.

nnnnnnnnnn

N

ion Studentized Deleted (Press) Residual

%

Regressi

Dari gambar grafik Scatterplot
terlihat bahwa titik-titik menyebar
secara acak serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka dapat disimpulkan
bahwatidakterjadi Heterokedastisitas.

3.4.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi terjadi dalam
regresi apabila dua eror et-1 dan et
tidak independen.  Autokorelasi
biasanya terjadi apabila pengukuran
variabel dilakukan dalam interval
waktu tertentu.
statistikDurbin-Watson  sebagai
hasil output dari SPSS version 17.0
sebesarl,713. Hal initelah
membuktikan bahwa model analisis
memenuhi syarat bebas autokorelasi
atau tidak terdapat autokorelasi yaitu
berkisar antara -2 sampai dengan +2.

3.5 Hasil
Berganda

Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan metode
enter dengan bantuan program atau
software SPSS versi 17.0, dimana



semua variabel independen
digunakan untuk  menjelaskan
variabel dependen. Dalam penelitian
ini, menggunakan model analisis
regresi berganda yaitu menggunakan
variable kapasitas sumber daya
manusia, perencanaan pengangaran,
politik  penganggaran, informasi
pendukung, transparansi publik, dan
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS, sehingga
didapatkan persamaan:

(1) Y = + blXl + b2X2 +
b3X3 +b4X4 + e

(2) Y =  + b1X1 + b2X2 +b3X3
+b4X4 + b5X1Z +b6X2Z + b7X3Z +
b8X4Z + b9X5Z + e

3.6PengujianHipotesisdanPembah
asan

H; . Kapasitas Sumber Daya
Manusia Berpengaruh Terhadap
Sinkronisasi Dokumen  APBD
dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 3,683 > 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,001 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05. Dari hasil pengujian
tersebut, maka terdapat keputusan
adalah Ho ditolak dan H; diterima.
Oleh karena itu, terdapat pengaruh
yang signifikan antara kapasitas
sumber daya manusia terhadap
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumenKUA-PPAS.

Hj.PerencanaanPenganggra
nBerpengaruhTerhadapSinkronis
asi Dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian  hipotesis
dapat dilihat yaitu 2,290 > 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
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0,026 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05. Dari hasil pengujian
tersebut, maka terdapat keputusan
adalah Hy ditolak dan H; diterima.
Oleh karena itu, terdapat pengaruh
yang signifikan antara perencanaan
penganggaran terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS.

Hs; . Politik Penganggaran
BerpengaruhTerhadapSinkronisas
iDokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 2,500 > 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,015 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05. Dari hasil pengujian
tersebut, maka terdapat keputusan
adalah Hy ditolak dan H; diterima.
Oleh karena itu, terdapat pengaruh
yang signifikan antara politik
penganggaran terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS.

H; . Informasi Pendukung
BerpengaruhTerhadapSinkronisas
iDokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 3,605 > 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,001 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05. Dari hasil pengujian
tersebut, maka terdapat keputusan
adalah Hp ditolak dan H; diterima.
Oleh karena itu, terdapat pengaruh
yang signifikan dan positif antara
politik ~ penganggaran  terhadap
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS.

Hs . Transparansi Publik
Tidak  Berpengaruh terhadap
Hubungan antara  Kapasitas
Sumber Daya Manusia terhadap



Sinkronisasi Dokumen APBD
dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu -0,955 < 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,343 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05, maka hasil penelitian
ini menolak hipotesis kelima yang
menyatakan  interaksi  kapasitas
sumber daya manusia dan
transparansi  publik  berpengaruh
positif terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS. Artinya semakin tinggi
transparansi publik terhadap
kapasitas sumber daya manusia,
maka sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS akan
semakin menurun.

He . Transparansi Publik
Tidak  Berpengaruh terhadap
Hubungan antara Perencanaan
PenganggaranterhadapSinkronisa
siDokumenAPBDdenganDokumen
KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 2,311 > 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,024 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05, maka hasil penelitian
ini menerima hipotesis keenam yang
menyatakan interaksi perencanaan
penganggaran  dan  transparansi
publik berpengaruh positif terhadap
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen  KUA-PPAS. Artinya
semakin tinggi transparansi publik
terhadap perencanaan penganggaran,
maka sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS akan
semakin meningkat.

H; . Transparansi Publik

Tidak Berpengaruh terhadap
Hubungan antara Politik
Penganggaran terhadap
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Sinkronisasi Dokumen APBD
dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 0,880 < 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,383 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05, maka hasil penelitian
ini menolak hipotesis kelima yang
menyatakan interaksi politik
penganggaran  dan  transparansi
publik berpengaruh positif terhadap
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen  KUA-PPAS. Artinya
semakin tinggi transparansi publik
terhadap politik penganggaran, maka
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS akan semakin
menurun.

Hg . Transparansi Publik
Tidak  Berpengaruh terhadap
Hubungan antara  Informasi
Pendukung terhadap Sinkronisasi
Dokumen APBD dengan Dokumen
KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis
dapat dilihat yaitu 0,168 < 1,6690
dengan nilai signifikansi sebesar
0,867 dan tingkat kesalahan (alpha)
sebesar 0,05, maka hasil penelitian
ini menolak hipotesis kedelapan yang
menyatakan  interaksi  informasi
pendukung dan transparansi publik
berpengaruh positif terhadap
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen  KUA-PPAS. Artinya
semakin tinggi transparansi publik
terhadap informasi pendukung, maka
sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS akan semakin
menurun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh kapasitas sumber



dayamanusia,perencanaanpengangga
ran,politik ~ penganggarann  dan
informasi pendukung dengan
transparansi publik sebagai variabel
moderating terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS. Sampel yang digunakan
adalah  SKPD  yang  berada
dikabupaten Lingga. Hasil evaluasi
model penelitian dan pengujian
hipotesis yang dilakukan dalam
penelitian ini menghasilkan beberapa
kesimpulan antara lain:

1. Hasil pengujian hipotesis
pertama menemukan bahwa
terdapat pengaruh yang
signifikan ~ antara  kapasitas
sumber daya manusia terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS.
Dimana pengaruh  signifikan
menunjukkan bahwa kualitas dan
kapasitas sumber daya manusia
mempunyai peran penting dalam
meningkatkan sinkronisasi
dokumen APBD dengan dengan
KUA-PPAS, dan jika aparatur
pemerintah  profesional  dan
kompeten  dalam  menyusun
KUA-PPAS, maka akan
berdampak baik pula terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua
menemukan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
perencanaan penganggaran
terhadap sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
PPAS. Dimana pengaruh
signifikan menunjukkan bahwa
semakin  tinggi  perencanaan
penganggaran maka akan
meningkatkan sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS, karena
apabila pada tahap awal
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perencanaan baik maka akan
berdampak baik pula pada
perencanaan penganggaran
selanjutnya.

. Hasil pengujian hipotesis ketiga

menemukan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
politik penganggaran terhadap
sinkronisasi  dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS.
Dimana pengaruh  signifikan
menunjukkan  bahwa  politik
penganggaran mempunyai peran
dalam meningkatkan sinkronisasi
dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS, vyang
mana peran legislatif yaitu
anggota DPRD dalam
penganggaran akan berpengaruh
terhadap sinkronisasi dokumen
APBD dengan KUA-PPAS.

. Hasil pengujian hipotesis

keempat menemukan bahwa
terdapatpengaruh yang signifikan
antara  informasi  pendukung
terhadap sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
PPAS.Dimanapengaruhsignifikan
menunjukkan bahwa informasi
pendukungakanlebihmeningkatka
n sinkronisasi dokumen APBD
dengan KUA-PPAS, dengan
adanya informasi pendukung di
lingkungan pemerintahan maka
akanlebihmeningkatkanterjadinya
sinkronisasiantaradokumenAPB
D dengan dokumen KUA-PPAS.

. Hasil pengujian hipotesis kelima

menemukan bahwa transparansi
publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap hubungan
antara kapasitas sumber daya
manusia dengan  sinkronisasi
dokumen APBD dengan KUA-
PPAS. Dimana hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kapasitas
sumber daya manusia dengan
transparansi publik tidak



berpengaruh terhadap
sinkronisasi dokumen APBD
dengan KUA-PPAS. Dengan ini
menjelaskan  semakin  tinggi
kapasitas sumber daya manusia,
maka semakin menurun
sinkronisasi dokumen APBD
dengan dokumen KUA-PPAS
yang dimoderasi dengan
transparansi publik.

Hasil pengujian hipotesis keenam
menemukan bahwa transparansi
publik berpengaruh signifikan
terhadap hubungan antara
perencanaan penganggran dengan
sinkronisasi dokumen APBD
dengan KUA-PPAS. Dimana
hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perencanaan
penganggaran dengan
transparansi publik berpengaruh
signifikan terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan KUA-
PPAS. Dengan ini menjelaskan
semakin  tinggi  perencanaan
penganggaran, maka semakin
meningkat sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
PPAS yang dimoderasi dengan
transparansi publik.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh
menemukan bahwa transparansi
publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap hubungan
antara  politik  penganggaran
dengan sinkronisasi dokumen
APBD dengan KUA-PPAS.
Dimana hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  politik
penganggarandengantransparansi
publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan KUA-
PPAS. Dengan ini menjelaskan
semakin tinggi politik
penganggaran, maka semakin
menurun sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
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PPAS yang dimoderasi dengan
transparansi publik.

8. Hasil pengujian hipotesis
kedelapan menemukan bahwa
transparansi publik tidak
berpengaruh signifikan terhadap
hubungan  antara  informasi
pendukung dengan sinkronisasi
dokumen APBD dengan KUA-
PPAS. Dimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa informasi
pendukung dengan transparansi
publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan KUA-
PPAS. Dengan ini menjelaskan
semakin tinggi informasi
pendukung, maka  semakin
menurun sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
PPAS yang dimoderasi dengan
transparansi publik.

4.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa
penelitian ini masih banyak terdapat
kekurangan,karena terdapat sejumlah
keterbatasan yang peneliti temukan
selama melakukan penelitian ini.
Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Ruang lingkup Penelitian ini
hanya dilakukan pada SKPD
kabupaten Lingga sehingga hasil
penelitianbelumdapat
digenaralisasikan kesemua objek
secara keseluruhan.

2. Kurangnya pemahaman dari
responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan dalam kuesioner serta
kurangnyakepeduliandankeserius
an dalam menjawab semua
pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Ada kemungkinan jawaban yang
diberikan responden tidak jujur,
sehingga tidak menghasilkan
jawaban yang sesuai dengan
penelitian ini. Masalah



subjektivitasdari responden dapat
mengakibatkan hasil penelitian
ini rentan terhadap biasnya
jawaban responden.

4.3 Saran

1. Bagi peneliti  selanjutnya
disarankan untuk memperluas
area penelitian. Hal ini diperlukan
untuk generalisasi hasil yang
diperoleh.

2. Bagi peneliti  selanjutnya
disarankanuntukdapatmenambahk
an variabel lain yang juga
mempengaruhi sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS. Sehingga semakin
banyak variabel penelitian yang
diteliti maka semakin banyak
pengetahuan  Kkita  mengenai
variabel-variabel yang terkait
dengan sinkronisasi  dokumen
APBD dengan dokumen KUA-
PPAS.
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